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Terancam Dicopot dari ASN

W Pj Wali Kota: Nurwidi Berpeluang Dapat Sanksi Berat

YOGYA, TRIBUN - Status
Aparatur Sipil Negara (ASN)

eks Kepala Dinas Penanaman ~

Modal dan Pelayanan Terpa-
du Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Yogya, Nurwidihartana,
bakal segera dicabut. Hal ini
menyusul penetapan Nurwidi
sebagai terpidana kasus dui-
gaan korupsi perizinan Apar-
temen Royal Kedhaton bersa-
ma mantan Wali Kota Yogya,
Haryadi Suyuti.

Penjabat Wali Kota Yogya,
Sumadi, mengungkapkan, se-
jauh ini pihaknya memang be-
Jum menerima putusan penga-
dilan, meski yang bersangkut-
an sudah dijatuhi hukuman
penjara énam tahun dan den-
da Rp300 juta. Namun, ia
mengaku sudah menginstruk-
sikan Badan Kepegawaian dan

bangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) untuk me-

“Teman-teman di BKPSDM
sudah kami instruksikan un-
tuk minta salinan putusan itu
pada PN (Pengadilan Negeri)
Yogya,” ujarnya, Jumat (10/3).

Meski demikian, Sumadi
menjelaskan dengan vonis dari
majelis hakim- bagi Nurwidi
yang menyentuh empat tahun
kurung badan, ada peluang
yang bersangkutan bakal dike-
nai sanksi berat berupa pen-
copotan. Hanya saja, pihak-

nya pun harus menimbang, *

apakah Nurwidi diberhentikan
tidak dengan hormat tanpa
mendapat hak pensiunnya,
atau tetap dengan hotmat.
“Sesuai ketentuan, yang
diancam pidana empat tahun
(atau lebih), bisa dikenai san-

ksi berat. Nanti tinggal bagai-

mana, apakah diberhentikan
tidak dengan hormat dan ti-
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Status PNS Eks KepalaDPMPTSP Kota Yogya,

Nurwidihartana, bakal segera dicabut.

Nurwidi sebagai terpidana

kasus dugaan korupsi yang

menyeret mantan Wali Kota Yogya, Haryadi Suyuti.

denda Rp300 juta.
Pemkot mengaku memang

dak mendapat hak pensiun,
atau lain-lain,” ucap Sumadi.

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) Kota
Yogya, Dedi Budiono, menga-
takan status pencabutan ASN
Nurwidi sampai sejauh ini
masih berifat sementara atau
belum permanen. “Kalau me-
mang nanti putusan dari PN
bisa kami unduh, maka berda-
sarkan putusan ftu bisa kami
proses untuk pemberhentian
secara tetap dari status ASN,”
uj

jarnya.
Bukan tanpa alasan, Dedi
berujar, untuk mencabut sta-

tus ASN Pemkot Yokya secara.

permanen, pihaknya harus
menanti putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum te-
tap terhadap Nurwidi. Tetapi,
semenjak yang bersangkutan
dicokok KPK pada Juni 2022,
status ASN Nurwidi sudah
dicabut sementara, sehirigga
segala fasilitas termasyk gaji
pun distop.

“Semua hak dan statusnya
sudah dicabut sementara. Ke-
mudian, sekarang, kan, putus-
annya sudah ada dan sudah
inkrah, sehingga nanti tinggal
melanjutkan saja keputusan
sementara,” ungkap Dedi.

Oleh sebab itu, pihaknya
bakal menjalin koordinaside-

Nurwidihartana dijatuhi hukuman penjara enam tahun dan_

belum menerima putusan
\.

ngan Pengadilan Negeri (PN)
Yogya, terkait akses salinan
putusan hukum, apakah ha-
rus mengajukan surat resmi
dahulu, atau bisa diakses
langsung lewat laman resmi
PN. Kemudian, selepas sa-
Jinan putusan hukum sudah
didapat, pihaknya pun bisa
menyusun rancangan surat
pemberhentian Nurwidi.
“Kami akan baca dulu,
putusan, pertimbangannya,
apakah kami harus menga-
jukan permohonan salinan
ke PN, atau bisa download,”

Di samping itu, mengenai
pencabutan status ASN Nurwi-
di ini, BKPSDM juga akan ber-
koordinasi terlebih dahulu de-
ngan Pejabat Wali Kota, serta
berkirim surat dengan Kemen-
terian Dalam Negeri (Kemenda-
gri) R Pasalnya, Pemkot Yogya
kini belum mempunyai kepala
daerah definitif, sehingga lang-
kah pemecatan tersebut harus
diberitahukan kepada peme-
rintah pusat.

“Ya, nanti bentuknya
surat keputusan, karena
(Pemkot Yogya) sekarang ini
kepala daerahnya belum de-
finitif. Jadi, harus ada pem-
beritahuan dulu ke Kemen-
dagri, sifatnya pemberitahu-
an,” urainya. (aka)
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